BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran Direktorat Jendral
Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia
khususnya Wajib Pajak. Indonesia termaksud Negara yang berkembang
sehingga dibutuhkan peningkatan baik dalam infrastruktur dan keperluan-
keperluan lain dalam Negara. Dalam perkembangan tersebut pemerintah
membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya (Widayani dan Suardana
2016). Berbagai upaya telah dilaksanakan bangsa kita untuk mengejar
ketertinggalan. Penerimaan pendapatan pajak agar berlangsung dengan
maksimal maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk
mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mengetahui,
memahami, dan mengerti tentang kewajibagn perpajakan dapat berupa
pelaporan pajak dan penyetoran pajak secara mandiri sebagai bentuk usaha
penerapan peraturan pajak yang baik. Kesadaran Wajib Pajak yang ideal
menurut Manik Asri (2009) yaitu Wajib Pajak yang memiliki kesadaran apabila
mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui dan
memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara, memahami bahwa
kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan yang
berlaku, menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela, serta

menghitung, membayar dan melaporkan pajak secara baik dan benar.



Sedangkan kondisi Wajib Pajak Badan saat ini mengalami penurunan
pada pendapatan usahanya dikarenakan keberadaan pandemi saat ini sehingga
penerimaan pajak juga ikut menurun dan sistem pembayaran dilakukan secara
online yang membuat para Wajib Pajak seperti UMKM, pengusaha dagang dan
lainnya masih banyak yang tidak paham dengan sistem tersebut sehinga
membuat kesadaran, kemauan membayar pajaknya berkurang. Hal tersebut
membuat Ditjen Pajak berencana membidik Wajib Pajak Badan yang aliran
kasnya cepat pullih.

Jakarta, Kompas.com, Ditjen Pajak Kementrian Keuangan tengah
mengatur strategi untuk penerimaan pajak tahun 2021 dengan estimasi dampak
ekonomi karena pandemi covid 19. Hal ini sebagai siasat otoritas pajak sebab
tax ratio tahun depan diprediksi berada dilevel rendah. Sehingga, penerimaan
pajak sebagai basis terbesar tax ratio diprediksi masih belum bisa optimal
dibandingkan priode sebelum covid 19.

Wajib pajak yang memiliki kemauan untuk mengisi dan melaporkan SPT
merupakan salah satu sikap sadar yang ada dalam diri wajib pajak. Apabila para
wajib pajak tidak memiliki kesadaran untuk pembayaran pajak maka
peningkatan hasil pajak akan berkurang. Selain dari kesadaran wajib pajak
untuk mematuhi kepatuhan wajib pajak maka sanksi pajak berlaku sebagai

peraturan perpajakan agar mematuhi kepatuhan wajib pajak.



Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak
ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran
baik secara sengaja maunpun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan akan
dipatuhi. Dimana apabila wajib pajak badan telat lapor SPT sehingga
melampaui batas waktu yang ditentukan maka wajib pajak badan dikenaakan
sanksi.

Kepatuhan dalam pembayaran pajak adalah salah satu persoalan yang
penting di Indonesia sampai saat ini, sebab jika wajib pajak tidak patuh maka
akan menimbulkan keinginan untuk menghindari pembayaran pajak. Sebagian
masyarakat lain banyak yang tidak menyadari dan awam akan wajib pajak yang
menjadi salah satu ketidak patuhan wajib pajak di Indonesia. Maka dalam
meningkatkan penerimaan pajak pemerintah selalu membuat sistem yang dapat
mempermudah para wajib pajak, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran
wajib pajak baik pajak pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban
pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong,
pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor atau operator.

Wajib pajak terdiri dari beberapa kategori tergantung jenis dan status
hukumnya termasuk golongan usaha baik usaha kecil, usaha menegah dan
besar. Pelaku UMKM merupakan wajib pajak badan yang jumlahnya sangat
banyak menurut data Ditjen Pajak pada tahun 2017, Pajak penghasilan badan
dikenakan pada wajib pajak berbentuk badan usaha dengan yang masih

melakukan proses produksi dan mendapatkan sejumlah penghasilan tertentu.



Kepatuhan wajib pajak yang mengharuskan pembayaran sehingga tentu
pasti memiliki sanksi apabila tidak dibayar maupun lambat dalam pembayaran.
Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang diantaranya ialah:
Indriyani dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Kevin Chandra
(2018) bahwa selain dari kesadaran untuk kepatuhan wajib pajak kewajiban
moral juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara kualitas
pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Halim dkk (2016) menjelaskan bahwa self assessment system
memberikan  kesempatan  bagi  wajib  pajak untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan hasil perpajakannya sendiri.
Para wajib pajak telah diberikan kepercayaan oleh negara agar menerapkan self
assessment ini. Sia dan Toly (2013) mengatakan bahwa fungsi pemerintah
(Direktorat Jendral Pajak) dalam pemungutan pajak yaitu hanya menfasilitasi
agar self assessment berjalan dengan baik, sedangkan untuk pelaksanaanya
tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Self assessment mengharuskan wajib
pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan
menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di kantor pelayanan pajak.
Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan factor

penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008).



Wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
dengan baik dan benar serta sukarela akan sangat berpengaruh terhadap
pendapatan negara pada sektor pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas
maka judul penelitian ini “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palopo” dengan judul tersebut peneliti tertarik agar
mengetahui lebih dalam apakah dengan adanya kesadaran wajib pajak dan
sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dengan
baik dan benar pada beberapa UMKM Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dengan demikian rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak badan?

b. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
badan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas dengan demikian tujuan dalam
penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.
b.  Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak.



1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi
beberapa pihak, antara lain:

1.4.1 Manfaat teoritis

a. Diharapkan menambah wawasan mengenai wajib pajak dan sanski pajak

terhadap pihak wajib pajak badan.

b. Memberikan tambahan pengetahuan dan bukti empiris mengenai
pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tehadap kepatuhan
wajib pajak badan.

C. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang
membutuhkan.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber untuk
dijadikan acuan bagi penelti yang lain.

b. Sebagai bahan masukan untuk kepatuhan wajib pajak bagi badan yang
termasuk wajib pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melihat dan memahami apa yang harus dibahas
dalam penyusunan proposal ini maka penulis menerapkan sistematika penulisan
meliputi hal-hal sebagai berikut:
BAB 1: PENDAHULUAN
Dalam bab ini terdapat 5 sub bab, yang meliputi uraian latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi
pajak, kepatuhan wajib pajak badan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual,
dan hipotesis.

BAB Ill: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek
penelitian, data penelitian, Teknik pengumpulan data, populasi dan sampel,
variable penelitian, model penelitian dan Teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Bab ini berisi deksripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Menurut Hasibuan (2016) kesadaran adalah sikap seseorang yang secara
sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya,
maka kesadaran dapat diartikan juga sebagai kondisi prilaku dimana seseorang
mengerti akan hak dan kewajibannya yang harus dijalankan. Wajib merupakan
sesuatu yang harus dilakukan dan bersifat memaksa yang telah ditentukan
sebelumnya sebagai kewajiban sedangkan Pajak ialah iuran atau tagihan dari
masyarakat untuk negara.

Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa pajak ialah iuran yang dibayar
masyarakat kepada pemerintah yaitu ke kas Negara dan diatur menurut peraturan
perundang-undangan sehingga mempunyai sifat dapat dipaksakan dan luran
tersebut tidak dapat dapat menghasilkan pendapatan yang segera dapat diterima
yang dapat diterapkan untuk pembayaran pengeluaran.

Teori Reasoned Action menyebutkan bahwa perilaku berasal dari formasi
keinginan yang spesifik untuk bertindak, jadi teori keinginan bertindak tidak
berupaya memprediksi perilaku seseorang, tapi keinginan untuk berbuat (Mowen
dan Minor dalam Munandar, 2014).

Dalam teori Atjen (1980) mengatakan Tindakan akan dilakukan atau tidak
oleh seseorang itu merupakan suatu perilaku yang bergantung dari keinginan
yang dimiliki oleh orang tersebut. Menurut Maghriby dan Ramadani (2020)

kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mengetahui,



memahami, dan mengerti tentang kewajiban perpajakan dapat berupa
pelaporan pajak dan penyetoran pajak secara mandiri sebagai bentuk usaha
penerapan peraturan pajak yang baik. Bagi para wajib pajak yang mematuhi
kewajiban perpajakan merupakan salah satu bentuk kesadaran sikap terhadap
kepatuhan wajib pajak. Beberapa wajib pajak yang dikatakan sadar dalam
Nasution (2019) , yakni:

1. Mengetahui ketentuan dan undang-undang perpajakan

2. Mengetahui dan memahami fungsi dalam pembayaran negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.

4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak ddengan sukarela.

5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran pajak ialah kesadaran diri yang tidak memaksa untuk melunasi
kewajiban pajaknya. Kesadaran pajak memberikan pengetahuan mengenai
peraturan pajak, melakukan peraturan pajak secara benar dan sukarela. Wajib
pajak agar menyadari pajaknya yang pasti akan mematuhi ketentuan pajak yang
telah ada, wajib pajak akan menghitung jumlah pajaknya dengan benar, dan akan
melunasi hutang pajaknya (Nugroho, 2012).

Indonesia mengganti sistem pemungutan perpajakannya dari official
assessment menjadi self assessment, sistem perpajakan ini mengalami reformasi
sejak tahun 1983 menggantikan peraturan yang dibuat oleh colonial Belanda
(ordonasi PPs 1925 dan ordonasi PPd 1944). Self assessment merupakan sistem

yang diberikan kepada wajib pajak dengan kepercayan untuk menghitung,
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memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus

dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari Anggraini

dalam Rahajeng (2019) terdapat beberapa kesimpulan mengenai kriteria Wajib

Pajak dalam sistem self aassessment yang sadar akan kewajiban perpajakannya,

yaitu:

1 Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajka (KPP) terdekat

secara aktif dan mandiri untuk mendapatkan NPWP.

2 Wajib Pajak mengambil formular SPT yang disediakan oleh KPP dan

mengisi sendiri.

3. Wajib Pajak menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan jumlah

pajak penghasilan terutangnnya sendiri.

2.2 Sanksi Pajak (X2)

Pajak terdiri atas pajak langsung dan tidak langsung, dalam pemungutan
pajak yang dilakukan pemerintah, beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak
tidak semuanya dibebankan pada individu tetapi didistribusikan berdasarkan
urutan pekerjaan mereka:

a Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak
dan tidak dapat dibebenkan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh,
pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh, pajak pertambahan nilai.
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Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi

perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak berlaku bagi bendahara. Beberapa

golongan sanksi pajak yakni:

1)

2)

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran

administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif. Seperti,

Denda dikenakan Rp 100.000,00 apabila surat pemberitahuan (SPT) masa

tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14

hari setelah bulan takwin berakhir.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang berupa denda pajak atau berakibat pada

hukuman badan seperti penjara atau kurungan yang disebabkan karena:

a. Tidak menyampaikan SPT;atau

b. Menyampaikan SPT, tetap isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut
merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda
sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau
dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

c. Dengan sengaja, seperti tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan
hak NPWP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau
keterangan yang isinya tidak benar, menolak untuk dilakukan

pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
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lain yang palsu seolah-olah benar, dan tidak menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan, serta tidak menyetorkan pajak yang telah
dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan Negara, diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan
paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang
terutang.

Menurut kamus besar bahasa indonesia sanksi merupakan tanggungan
(Tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati
perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi pajak dibuat dengan
harapan Wajib Pajak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang
berlaku sesuai dengan ketentuan umum perpajakan (KUP) sanksi perpajakan
terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana, dan diberikan sesuai dengan
pelanggaran yang dilakukan. Variable ini digunakan untuk mengetahui apakah
sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan dan sapai mana
pemahaman para Wajib Pajak memahami sanki-sanksi perpajakan dalam
kewajibannya yang diatur pada KUP.

Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan
bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.
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2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan ()

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008), istilah kepatuhan
berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan Kita dapat
memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak
merupakan sikap wajib pajak yang patuh dan taat dalam memenuhi serta
melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan dengan baik dan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan seseorang atau kelompok
yang memiliki motivasi, taat, dan patuh sesuai kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang
(Rahayu, 2010: 139).

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Rahayu (2010) menjelaskan
bahwa sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban
perpajakan tercermin dalam situasi di mana :

1 Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2 Mengisis formular pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4.  Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan

material. Kepatuhan formal merupakan keadan dimana Wajib Pajak memenubhi
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kewajiban secara formal sesuai dengan UU KUP. Sedangkan, keadaan Wajib

Pajak material secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan

material perpajakan yaitu dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan

merupakan kepatuhan material, selain itu kepatuhan formal juga termasuk dalam

kepatuhan material menurut Rahayu (2010)Dalam kepatuhan perpajakan para

Wajib Pajak harus memenuhi kepatuhan dengan beberapa persyaratan, yaitu:

1. Menyampaikan SPT dengan tepat waktu

2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran paja).

3. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana karena melakukan tindak pidana
dibidang perpajkan berdasarkan putusan pengendalian yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Badan menurut UU No. 7/1983 STDD No0.36/2008 pasal 2 huruf b adalah
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara
atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib pajak badan berdasarkan pernyataan Resmi (2016) merupakan

sekelompok orang atau modal yang mengungkapkan persatuan public untuk
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menjalankan bisnis atau tidak menjalankan bisnisnya melalui melalui perseroan
terbatas, perseroan komandetir, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD. Dari
pengertian diatas maka dapatkan disimpulkan bahwa wajib pajak badan adalah
berupa sekelompok orang atau modal yang wajib melaksanakan pembayaran
pajak termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Made
Sukartha (2014) hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak
berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama
Badung Utara. Sedangkan penelitian oleh Hidayat 2008, pengaruh kepatuhan
Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama
Bandung Karees menyatakan kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh
yang negative terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penellitian Terdahulu

No | Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 | Syamsul Bahri Arifin | Pengaruh kualitas | Hasil penelitian ini
dan  Aulia  Arief | pelayanan dan sanksi | menunjukkan bahwa
Nasution 2017 perpajakan terhadap | kualitas pelayanan dan
kepatuhan wajib pajak | sanksi perpajakan

badan di KPP Pratam | berpengaruh

Medan Belawan signifikan, baik secara
parsial maupun

simultan  terhadadp
kepatuhan wajib pajak
badan di KPP Pratama
Medan Belawan.

2 | Ahmad Faozan | Pengaruh kesadaran | Hasil penelitian ini
Muzaki dan  Ani | WP , pelayanan fiskus | menunjukkan bahwa
Kusbandiyah dan sanksi perpajakan | kesadaran wajib

2014 terhadap kepatuhan WP | pajak, pelayanan
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badan (srudi kasus di
KPP kota Tegal)

fiskus dan  sanksi
perpajakan  Sebagian
memberikan pengaruh
yang besar terhadap
kepatuhan wajib pajak
badan.

Putu Arika Indriyani
dan | Made Sukartha
2014

Tanggung jawab moral,
kesadaran wajib pajak,
sanksi perpajakan dan
kualitas pelayanan pada
kepatuhan  pelaporan
wajib pajak badan

Hasil pada penelitian

ini menunjukkan
bahwa adanya
pengaruh positif
antara variable

tanggungjawab moral,

kesadaran wajib
pajak, sanksi
perpajakan dan
kualitas pelayanan
pada kepatuhan

pelaporan wajib pajak
badan di KPP Pratama
Badug Utara.

IGA. Cahaya Shinta
Dewi dan Ni Luh
Supadmi 2014

Pengaruh  pemeriksaan
pajak, kesadaran,
kualitas pelayanan pada
tingkat kepatuhan wajib
pajak badan

Pada penelitian ini
menunjukkan  bahwa
pemeriksaan  pajak,
kesadaran, dan
kualitas pelayanan
berpengaruh  positif
pada tingkat
kkepatuhan wajib

pajak badan sebesar
78 persen dan sisanya
22 persen dipengaruhi

oleh variable lain
yaitu  yang  tidak
dimasukkan dalam

model penelitian.

Sherly Layata dan
Putu Ery Setiawan
2014

Pengaruh kewajiban
moral, kualitas
pelayanan, pemeriksaan
pajak  dan sanksi
perpajakan pada

Hasil dari penelitian

ini adalah  secara
positif kewajiban
moral, kualitas
pelayanan,
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kepatuhan wajib pajak
badan

pemeriksaan pajak
dan sanksi perpajakan
berpengaruh pada
kepatuhan wajib pajak
badan di KPP Pratama
Badung Selatan

Ida Bagus Meindra
Jaya dan | Ketut Jati
2016

Pengaruh kesadaran,
kualitas pelayanan,
pemeriksaan dan sanksi
perpajakan pada

kepatuhan wajib pajak
restoran

Hasil pada penelitian

ini menunjukkan
bahwa variabel
kesadaran wajib
pajak, kualitas
pelayanan,

pemeriksaan pajak
dan sanksi perpajakan

berpengaruh  positif
pada kepatuhan wajib
pajak  restoran di
Dinas Pendapatan
Kota Denpasar.
Kadek Juniati Putri | Pengaruh kesadaran, | Hasil penelitian ini
dan Putu Ery | pengetahuan dan | menunjukkan bahwa
Setiawan pemahaman perpajakan, | kesadaran wajib
2017 kualitas pelayanan | pajak, pengetahuan
sanksi perpajakan | dan pemahaman
terhadap kepatuhan | peraturan perpajakan,
wajib pajak kualitas pelayanan dan
sanksi perpajakan
berpengaruh  positif
terhadap kepatuhan
wajib pajak.
Cokorda Agung | Sosialisasi  perpajakan | Hasil penelitian ini
Meggy Megawangi | memoderasi  pengaruh | menunjukkan bahwa
dan Putu Ery | kesadaran wajib pajak | kesadaran wajib pajak
Setiawan dan kualitas pelayanan | berpengaruh  positif
2017 pada kepatuhan wajib | dan signifikan
pajak badan terhadap  kepatuhan
wajib pajak badan.
Kualitas  pelayanan

berpengaru positif dan
signifikan  terhadap
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kepatuhan wajib pajak
badan. Sosisalisasi
perpajkan mampu
memoderasi pengaruh
kesadaran wajib pajak
pada kepatuhan wajib
pajak badan. Dan
sosialisai  perpajakan
juga mampu
memoderasi pengaruh
kualitas pelayanan
pada kepatuhan wajib
pajak badan.

Luh  Putu  Santi
Krisna Dewi dan Ni
Ketut Lely Aryani
Merkuiswati

2018

Pengaruh kesadaran
wajib  pajak, sanksi
perpajakan,  E-Filing,
dan  Tax  Amnesty
terhadap kepatuhan
pelaporan wajib pajak

Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa
kesadaran wajib
pajak, sanksi
perpajakan, penerapan
sistem e-filing, dan
pengetahuan tax
amnesty, berpengaruh
positif terhadap
kepatuhan  pelaporan
wajib  pajak orang
pribadi di  Kantor
Pelayanan Perpajakan
Pratama Denpasar
Timur.

10

Sri Rustiyaningsih
2011

Factor-faktor
mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak

yang

Dalam penelitian ini
ada beberapa factor
yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan
antara lain:
pemahaman terhadap

self assessment
system, kualitas
pelayanan, tingkat
Pendidikan,  tingkat
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penghasilan, persepsi
wajib pajak terhadap
sanksi perpajakan.

11 | Gine Das Prena, | Tax Sanctions, Tax | Hasil penelitian ini
Ketut Tanti Kustina, | | Amnesty Program, and | menunjukkan sanksi
Gusti  Ayu Agung | Tax Obligation | perpajakan, program
Omika Dewi, | Gede | Placement towards | pengampunan  pajak,
Cahyadi Putra, Rama | Compliance Report on | dan laporan
Adi Krisnanda Corporate Taxpayers penempatan asset
2019 berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak
badan dengan
pengaruh 78,6%
bersifat positif,
sedangkan sisanya
sebesar 21,4%
dijelaskan oleh factor
lain yang tidak diteliti.

12 | Matthias Kasper, | Tax Policy and the | Hasil pada penelitian
Christoph Kogler, | News: An Empirical | ini menunjukkan
Erich Kirchler Analysis of Taxpayers’ | bahwa liputan media
2013 Perceptions of | mempengaruhi

Taxrelated Media | kepercayaan yang

Coverage and its | ditunjukkan pada

Impact on Tax | otoritas pajak, serta

Compliance kekuatan Lembaga
pemerintah yang
dirasakan, dan
akibatnya berdampak
pada kepatuhan pajak
yang diinginkan
peserta.

13 | Ramadhani Indah | The Influence of Tax | Hasil pada penelitian
Sari, Dian  Anita | Amnesty Benefit | ini menunjukkan
Nuswantara Perception to Taxpayer | bahwa manfaat
2017 Compliance pengampunan  pajak

dipersepsikan
mempengaruhi
kepatuhan pajak
sehingga kualitas
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pelayanan tidak dapat
memoderai hubungan
keduanya.

14 | Oyong Lisa, | The Effect of Tax | Hasil penelitian
Bambang Hermanto | Amnesty and Taxpayer | menunjukkan bahwa
(2018) Awareness to Taxpayer | sanksi  pajak  dan

Compliance with | kesadaran wajib pajak

Financial Condition as | berpengaruh

Intervening Variable signifikan terhadap
kondisi keuangan dan
kepatuhan wajib
pajak.

15 | Nurlis Islamiah The Effect of Taxpayer | Hasil penelitian ini
Kamil Awareness, menunjukkan
(2015) Knowledge, Tax | kesadaran wajib pajak

Penalties and  Tax | berpengaruh  positif
Authorities Service on | dan sifnifikan
Tax Complience: | ternadap  kepatuhan
(Survey on the | wajib pajak.
Individual Taaxpayer at

Jabodetabek &

Bandung).

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat memberikan hipotesis

diduga terdapat hubungan secara parsial dan simultan antara kesadaran wajib

pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor

Pelayanan Pratama Palopo,

sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan.

Soemarso (2008) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang

rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak

dapat dijaring.

Hasil penelitian Yuliyanti (2018) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib

Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadadp kepatuhan Wajib Pajak



21

UMKM. Hal in juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng
(2019) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jika tingkat
kesadaran wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan
bertambah, hal ini dikarenakan Wajib Pajak telah mengerti bahwwa membayar
pajak merupakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
hipotesis penelitian ini ialah:
Ha : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak badan
Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan sebagai jaminan agar Wajib
Pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan hak dan
kewajiban sebagai Wajib Pajak (Wibowo dkk, 2020). Sanksi perpajakan dibuat
sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan dari
perpajakan yang berlaku (Sapriadi, 2013).

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran
bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh
dalam membayarr pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat
menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga
dapat meninggkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

H: : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Badan
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2.6 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah hubungan antara variable dalam penelitian.
Adapun indicator yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai

berikut :

Kesadaran
Wajib Pajak

X1

Kepatuhan Wajib
Pajak Badan

Y
Sanksi Pajak
X2

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

——» Secara Parsial

O variabel



BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu
pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian
ilmiah sistematis dengan menggunakan analisis statistik, yakni menggunakan
model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan variabel
penelitian tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Kuisioner merupakan Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Desain penelitian
menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Penelitian ini terdiri dari tiga
variabel, yaitu variabel bebas (X1) yaitu Kesadaran Wajib Pajak, (X2) yaitu
Sanksi Pajak, sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak
Badan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah kesadaran Wajib Pajak dan
sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan
Perpajakan Pratama Palopo. Penelitian ini akan dilaksanakan dua bulan pada

saat terbitnya surat izin penelitian.
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3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini diambil dari Wajib Pajak Badan yang
terfokus dikalangan UMKM, BUMN, BUMD, BUMS dan Migas yang terdaftar
pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Palopo. Sampel dalam penelitian ini
sebanyak 45 responden, pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan
dengan metode jenis convenience sampling, yaitu Teknik pengumpulan sampel
dari informasi anggota populasi yang senang hati bersedia memberikannya
(Sekaran 2007).
3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif yang bersumber dari data
primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama,
seperti jawaban yang diperoleh dari hasil kuisioner yang diberikan kepada
responden atas pertanyaan mengenai kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak dan
kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan kuisioner (angket). Angket adalah metode pengumpulan data
dengan membuat beberapa daftar pertanyaan dan pernyataan dalam bentuk
kuesioner yang telah diuji validasi dan diberikan kepada para responden (WP
Badan) yang datang melaporkan SPT/membayar pajaknya pada KPP Pratama
Palopo serta mendatangi beberapa responden yang berhubungan dengan objek

diteliti untuk memenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan.
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3.6 Variable Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu dua variabel independen

(bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam

penelitian ini yaitu kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel

dependennya yaitu kepatuhan Waji Pajak Badan. Adapun definisi operasional

masing-masing variabel yaitu:

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah
mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan
yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya.

Sanksi Pajak

sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan
perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi bagi para wajib pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak Badan

kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu Tindakan patuh dan sadar
terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa
dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau
modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

berlaku.



Tabel 3. 1 Indikator Variabel
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No

Variabel

Indikator

Sumber

Kesadaran wajib pajak
(X1)

a.

Kedisiplinan  wajib
pajak badan
Kemauan membayar
pajak bagi wajib
pajak badan

Yulianti (2018)

Sanksi pajak (X2)

Pengetahuan  wajib
pajak mengenai
sanksi pajak

b. Sikap wajib pajak

terhadap sanksi
pajak

Imaniati (2016)

Kepatuhan Wajib
Pajak Badan ()

Pendaftaran Nomor
Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Perhitungan  pajak
terutang
Pelaporan surat

pemberitahuan

Imaniati (2016)

3.7 Instrument Penelitian

Untuk mempermudah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan,

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk kuesioner, yaitu

pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada

responden. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala

Likert adalah skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab

berbagai tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari kuesioner

tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut:
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Tabel 3. 2 Skor Instrumen Penelitian Jawaban atas Pertanyaan Skor

Jawaban Skor
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Netral 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5

3.8 Uji Validitas

Uji validitas ini memiliki tujuan untuk menakar apakah seperangkat alat
ukur sudah benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Gani dan Amalia
(2018:130) mengatakan bahwa data dikatakan valid apabila data yang diperoleh
mampu mwngukur serta mencerminkan variabel yang digunakan. Pengujian
validitas terhadap kuisioner yang digunakan ini menggunakan teknik korelasi
product moment dengan rumus statistik sebagai berikut :

O =)
o=

VD £02-Y 0210 Y 02-(202))

Keterangan :
O =Koefisian korelasi product moment
X = Skordarisetiap item pertanyaan
Y = Skor sub total darisemua item
N = jumlahresponden

Hasil penelitian validasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan tabel

koefisiaen korelasi. Jika 0>, maka pernyataan variabel tersebut dikatakan

valid _.<U....,, maka pernyataan variabel tersebut tidak valid.
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3.8.1 Uji Realiabilitas

Uji realiabilitas bertujuan agar alat ukur yang kita gunakan dapat
menghasilkan data yang benar-benar bisa digunakan untuk menjawab
permasalahan penelitian. Menurut Gani dan Amalia (2018:134) data pada
penelitian dikatakan reliabel apabila data yang diperoleh terpercaya untuk
mengukut dan mencerminkan variabel pada penelitian. Suatu variabel dapat di
katakan reliabel atau handal apabila jawaban pertanyaan adalah konsisten atau
stabil dari waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data uji, dalam penilitian ini
menggunakan teknik Cronbach ‘salfha yang dikerjakan dengan rumus :

U o Zﬂzﬂ
SO T 2]

Keterangan :
1= Reliabilits instrumen
[1012= Vriabel total
[1012= Jumlah varias butir
K= Banyaknya butir pertanyaan atau jumlah soal
Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai

Cronbach ‘sAlfha> 0,60.
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3.9 Analisis Data
Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh
satu variabel terhadap variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut
dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat
dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 22.
3.9.1 Uji Hipotesis
a. UjiT
Uji T adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah
koefisien regresi signifikan atau tidak, nilai t hitung digunakan untuk menguji
pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel terikatnya. Pada
dasarnya uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat (Rahajeng, 2019).
b. UjiF
Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel
bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas berpengaruh
secara simultan terhadap variabel tergantungnya maka model persamaan
regresi masuk dalam kriteria cocok.
c. Uji koefisien deteminasi (R2)
Koefisien determinasi adalah nilai kontribusi variabel bebas terhadap
variabel terikatnya. Semakin besar koefisien determinasi, maka semakin besar
kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada

variabel terikatnya.
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Ada beberapa kelemahan pada Koefisien determinasi yakni bias
terhadap total variabel yang dimasukkan dalam model regresi, dimana setiap
penambahan satu variabel bebas dan pengamatan dalam model akan
menaikkan nilai R? meskipun variabel yang dimasukkan itu tidak memilliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.

3.9.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak (X1)
dan sanksi pajak (X2) terhadap Wajib Pajak Badan (Y). Hal itu dapat dilihat pada
persamaan regresi linier sebagai berikut:

=0+ 0101+00202+¢€

Keterangan:

Y = Variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan
a = Bilangan konstan atau nilai tetap

X1 = Variabel kesadaran Wajib Pajak

X2 = Variabel sanksi pajak

bl,b2 = Koefisien Regresi

Standar Error

@D
1]



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Palopo
Sejarah Singkat KPP Pratama Palopo

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah salah satu unit
vartikal Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan yang secara
hierarki berada di Kanwil DJP Sulawesi Barat dan Tenggara. Berdasarkan
peraturan kementrian keuangan nomor 67/PMK/2008 KPP  Pratama
Palopo sebagai bagian modernisasi administrasi perpajakan dikantor
Palopo yaitu KPP Pratama Palopo yang mengurus PPH, PPN dan pajak
tidak langsung lainnya serta KP PBB Palopo yang mengurus PBB.

Kedua kantor tersebut sebelumnya memiliki wilayah kerja yang
berbeda, untuk KPP Pratama Palopo memiliki wilayah kerja sebanyak 9
kabupaten/kota yaitu kota Palopo, kab. Luwu, kab. Luwu Utara, kab.
Luwu Timur, kab. Tanah Toraja (sebelum terjadi pemekaran), kab,
Enrekang, kab. Bone dan kab. Wajo, setelah melebur menjadi 6
kabupaten/kota yang meliputi kota Palopo, kab. Luwu Utara, kab. Luwu
Timur, kab. Tanah Toraja dan kabupaten Tanah Toraja Utara.

Ciri khas bagunan KPP Pratama Palopo terletak pada modelnya
yang menyerupai rumah bangsawawn didaerah Luwu dan Toraja (bagian
atap perpaduan arsitektur adadt Bugis dan Toraja). Kantornya berada

dijalan Andi Jemma yang memiliki halaman yang luas letaknya
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berhadapan dengan kantor Walikota. Dalam hal kepemimpinan,

sejak awal terbentuknya KPP Pratama Palopo sebagai modernisasi
administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami 5 kali pergantian,
yakni di priode awal mulai pertengahan tahun 2008 sampai dengan
pertengahan tahun 2009 dipimpin oleh Drs, | Ketut Sukarda, M.M., priode
selanjutnya pada pertengahan tahun 2009 sampai tahun 2012 dipimpin
oleh Dionisyus Lucas Hendrawan, S.E., M.M., kemudian pada akhir tahun
2012 yakni November 2012 s.d januari 2013 (selama tiga bulan) dipimpin
oleh Monang Pardamean Sihombing, S.E., M.M., dan bulan juli 2013
sampai juni 2016 dipimpin oleh Muhammad Armadari, S.E., M.M.,
selanjutnya pada bulan juni 2016 sampai sekarang dipimpin oleh Ahmad
Fudholi S.E., M.Si.
Visi dan Misi KPP Pratama Palopo
a. Visi DJP

Menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi

menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.
b. Misi DJP

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri

dengan :

1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
2) Pelayanan berbasis teknologgi modern untuk kemudahan

pemenuhan kewajiban perpajakan
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3) Aparatur pajak yang betintegritas kompeten dan professional dan
kompensasi berbadis sistem manajemen Kinerja.
c. Visi KPP Pratama Palopo
Menjadi kntor yang memberikan pelayanan terbaik, transparan,
professional, berintegritas dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
d. Misi KPP Pratama Palopo
Mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak melalui sistem
administrasi perpajakan modern secara adil, transparan, dan akuntabel.
Struktur Organisai KPP Pratama Palopo
Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan yang
menggambarkan hubungan antara datasan dan bawahan masing-masing
fungsinya memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai
dengan ruang lingkup kerja agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.
Pengertian oeganisasi secara luas merupakan penentian
pengelompokkan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai
tujuan. Organisasi harus dapat penampung dan mengatasi perusahaan,
pada perusahaan besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks
maka tujuan tersebut dibagi keunit yang terkecil atau sub unit organisasi
dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab

dan wewenang yang besar.
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Berikut bagan struktur organisasi KPP Pratama Palopo dapat dilihat sebagali

berikut :

Gambar4. 1 Struktur Ogranisasi KPP Pratama Palopo

[ KEPALA ]
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Sumber : SIKKA DJP, 2015
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4.2 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak badan yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Palopo. Pada penelitian
ini peneliti mendapatkan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib
pajak badan sebanyak 50 kuesioner dan jumlah kuesioner yang diisi dan
dikembalikan sebanyak 45 atau tingkat pemngambilan data kuesioner sebanyak

90%. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Pengumpulan Data Primer Penelitian

NO Keterangan Jumlah Kusioner Persentase (%)
1 Distribusi Kuesioner 50 100%
2 Kuesioner Kembali 45 90%
3 Kuesioner Cacat/tidak kembali 5 10%
4 Kuesioner yang dapat diolah 45 90%

n = Sampel yang kembali
Responden rate = 45 X 100%
50
=90%
Sumber data : Data Primer diolah 2021

Menurut Grahita Chandrarin (2017) tujuan dari uji statistik deskriptif adalah
untuk menguji dan mendeskripsikan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil
uji statistik deskriptif dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Deskripsi item pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item Frekuensi dan Persentase
Pertanyaan STS TS N S ss
2 1 7 20 15
X1.1
4.4% 2.2% 15.6% 44.4% 33.3%
2 - 2 17 24
X1.2
4.4% - 4.4% 37.8% 53.3%
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1 3 13 20 8
X1.3
2.2% 6.7% 28.9% 44.45 17.8%
3 1 11 23 7
X1.4
6.75 2.2% 24.2% 51.1% 15.6%
3 - 5 22 15
X1.5
6.7% - 11.1% 48.9% 33.35
3 - 4 19 19
X1.6
6.7% ; 8.9% 42.2% 42.2%
3 .
17 14 22 6
6.7% - 31.1% 48.9% 13.3%
2 1 7 20 15
X1.8
4.4% 2.2% 15.6% 44.4% 33.3%
3 2 8 17 15
X1.9
6.7% 4.4% 17.8% 37.8% 33.3%
1 2 7 22 13
X1.10
2.25 4.4% 15.6% 48.9% 28.9%

Sumber : Data Primer diolah SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukan hasil dari 45 responden yang
diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak
setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral
7 orang atau 15.6%, jawaban setuju 20 orang atau 44,4% dan jawaban sangat
setuju 15 orang atau 33,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata

responden memilih “setuju” atas pertanyaan pertama Kesadaran Wajib Pajak.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2
orang atau 4,4%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 2 orang atau 4,4%,
jawaban setuju 17 orang atau 37,8% dan jawaban sangat setuju 24 orang atau
53,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “sangat

setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.
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Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 1
orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 3 orang atau 6,7%, jawaban netral 13
orang atau 28,9%, jawaban setuju 44 orang atau 23% dan jawaban sangat setuju 8
orang atau 17,8%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral 11
orang atau 24,9%, jawaban setuju 23 orang atau 51,1% dan jawaban sangat setuju
7 orang atau 15,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 6,3%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 5 orang atau 11,1%,
jawaban setuju 22 orang atau 48,9% dan jawaban sangat setuju 15 orang atau
33,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

“setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 4 orang atau 8,9%,
jawaban setuju 19 orang atau 42,2% dan jawaban sangat setuju 19 orang atau
42,2%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

“setuju” dan “sangat setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3

orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 14 orang atau 31,1%,
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jawaban setuju 22 orang atau 48,9% dan jawaban sangat setuju 6 orang atau
13,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

“setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan kedelapan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju
2 orang atau 4,4%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral 7
orang atau 15,6%, jawaban setuju 20 orang atau 44,4% dan jawaban sangat setuju
15 orang atau 33,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan kesembilan, responden yang memilih jawaban sangat tidak
setuju 3 orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban netral
8 orang atau 17,8%, jawaban setuju 17 orang atau 37,8% dan jawaban sangat
setuju 15 orang atau 33,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata

responden memilih “setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Pernyataan ketsepuluh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju
1 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban netral 7
orang atau 15,6%, jawaban setuju 22 orang atau 48,9% dan jawaban sangat setuju
13 orang atau 28,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kesadaran wajib pajak.

Tabel 4. 3 Deskripsi item pertanyaan Sanksi Pajak (X2)

Item Frekuensi dan Persentase
Pertanyaan STS TS N S SS
1 1 10 21 12
X2.1
2.2% 2.2% 22.2% 46.7% 26.7%
X2.2 2 2 25 12 4
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4.4% 4.4% 55.6% 26.7% 8.9%
2 2 6 30 5
X2.3
4.4% 4.4% 13.3% 66.7% 11.1%
3 4 18 16 4
X2.4
6.7% 8.9% 40.05 35.65 8.9%
3 - 14 23 5
X2.5
6.7% - 31.1% 51.1% 11.1%
3 - 15 23 4
X2.6
6.7% - 33.3% 51.1% 8.9%
3 - 15 23 4
X2.7
6.7% - 33.3% 51.1% 8.9%
1 - 8 29 7
X2.8
2.2% - 17.8% 64.4% 15.6%
- 3 13 23 6
X2.9
- 6.7% 28.9% 51.1% 13.3%

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 yang menunjukan hasil dari 45 responden yang
diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak
setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral
10 orang atau 22,2%, jawaban setuju 21 orang atau 46,7% dan jawaban sangat
setuju 12 orang atau 26,7%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata

responden memilih “setuju” atas pertanyaan pertama sanksi pajak.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2
orang atau 4,4%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban netral 25
orang atau 55,6%, jawaban setuju 12 orang atau 26,7% dan jawaban sangat setuju
4 orang atau 8,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “netral” atas pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2

orang atau 4,4%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban netral 6 orang
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atau 13,3%, jawaban setuju 30 orang atau 66,7% dan jawaban sangat setuju 5
orang atau 11,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju 4 orang atau 8,9%, jawaban netral 18
orang atau 40,0%, jawaban setuju 16 orang atau 35,6% dan jawaban sangat setuju
4 orang atau 8,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “netral” atas pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 14 orang atau 31,1%,
jawaban setuju 23 orang atau 51,1% dan jawaban sangat setuju 5 orang atau
11,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

“setuju” atas pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 15 orang atau 33,3%,
jawaban setuju 23 orang atau 51,1% dan jawaban sangat setuju 4 orang atau 8,9%.
Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas

pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 3
orang atau 6,7%, jawaban tidak setuju O, jawaban netral 15 orang atau 33,3%,
jawaban setuju 23 orang atau 51,1% dan jawaban sangat setuju 4 orang atau 8,9.
dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas

pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan kedelapan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju

1 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 0, jawaban netral 8 orang atau 17,8%,
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jawaban setuju 29 orang atau 64,4% dan jawaban sangat setuju 7 orang atau
15,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

“setuju” atas pertanyaan sanksi perpajakan.

Pernyataan kesembilan, responden yang memilih jawaban sangat tidak O,
jawaban tidak setuju 3 orang atau 6,7%, jawaban netral 13 orang atau 28,9%,
jawaban setuju 23 orang atau 51,1% dan jawaban sangat setuju 6 orang atau
813,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih

“setuju” atas pertanyaan sanksi perpajakan.

Tabel 4. 4 Deskripsi Item Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak

ltem Frekuensi dan Persentase
Pertanyaan STS TS N S SS
1 2 18 17 7
vi 2.2 6.7% 36.7% 84.6% 15.6%
%
1 2 15 18 9
Y2 2.2 4.4% 33.3% 40.0% 20.0%
%
1 1 7 29 7
Y3 2.2 2.2% 15.6% 64.4% 15.6%
%
- 3 9 29 4
Y4 - 6.7% 20.0% 64.4% 8.9%
1 1 11 26 6
s 2.2 2.2% 24.4% 57.8% 13.3%
%
1 1 13 26 4
Ye 2.2 2.2% 28.9% 57.8% 8.9%
%
2 2 11 21 9
Y7 4.4 4.4% 24.4% 46.7% 20.0%
%
Y8 1 3 6 28 7
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2.2 6.7% 13.3% 62.2% 15.6%
%
v 1 1 3 26 14
2 2.2 2.2% 6.7% 57.8% 31.1%
%

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 yang menunjukan hasil dari 45 responden yang
diteliti. Pada pernyataan pertama, responden yang memilih jawaban sangat tidak
setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 6,7%, jawaban netral
18 orang atau 36,7%, jawaban setuju 17 orang atau 84,6% dan jawaban sangat
setuju 7 orang atau 15,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata

responden memilih “netral” atas pertanyaan pertama kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan kedua, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 1
orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban netral 15
orang atau 33,3%, jawaban setuju 18 orang atau 40,0% dan jawaban sangat setuju
9 orang atau 20,0%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan ketiga, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 1
orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral 7 orang
atau 15,6%, jawaban setuju 29 orang atau 64,4% dan jawaban sangat setuju 7
orang atau 15,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan keempat, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju
0, jawaban tidak setuju 3 orang atau 6,7%, jawaban netral 9 orang atau 20,0%,

jawaban setuju 29 orang atau 64,4% dan jawaban sangat setuju 4 orang atau 8,9%.
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Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden memilih “setuju” atas

pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan kelima, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 1
orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral 11
orang atau 24,4%, jawaban setuju 26 orang atau 57,8% dan jawaban sangat setuju
6 orang atau 13,3%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan keenam, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 1
orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral 13
orang atau 28,9%, jawaban setuju 26 orang atau 57,8% dan jawaban sangat setuju
4 orang atau 8,9%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan ketujuh, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju 2
orang atau 4,4%, jawaban tidak setuju 2 orang atau 4,4%, jawaban netral 11
orang atau 24,4%, jawaban setuju 21 orang atau 46,7% dan jawaban sangat setuju
9 orang atau 20,0%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

Pernyataan kedelapan, responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju
1 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 3 orang atau 6,7%, jawaban netral 6
orang atau 13%, jawaban setuju 28 orang atau 62,2% dan jawaban sangat setuju 7
orang atau 15,6%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.
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Pernyataan kesembilan, responden yang memilih jawaban sangat tidak
setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban tidak setuju 1 orang atau 2,2%, jawaban netral
3 orang atau 6,7%, jawaban setuju 26 orang atau 57,8% dan jawaban sangat setuju
14 orang atau 31,1%. Dengan demikian hasil tersebut maka rata-rata responden

memilih “setuju” atas pertanyaan kepatuhan wajib pajak.

4.3 Uji Kualitas Data
4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk sah atau valid
tidaknya suatu kuisioner, hal tersebtu dapat diketahui dengan membanding nilai r
hiung (tabel correlated item-total correlation) dengan r tbel (tabel product moment
dengan signifikansi 0,05), suatu penelitian dikatakan valid apabila r hitung > T tabel.
Hasil r niung dari 10 pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan 9 pertanyaan
Sanki Pajak (X2) dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid karena memiliki
nilai r nitung > I tabel. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas atas Instrumen Variabel Independen

UJI VALIDITAS X1 DAN X2

NILAI
VARIABEL | PERTANYAAN HI”T'G‘,'\E R Né'i'gé' KEPUTUSAN
TABEL
X1.1 0.770 | 0.2940 | 0.000 Valid
X1.2 0.738 | 0.2940 | 0.000 Valid
X1.3 0.712 | 0.2940 | 0.000 Valid
X1.4 0.849 | 0.2940 | 0.000 Valid
Kesadaran X1.5 0.917 0.2940 | 0.000 Valid
Wajib Pajak X1.6 0.918 0.2940 | 0.000 Valid
X1.7 0.835 | 0.2940 | 0.000 Valid
X1.8 0.833 | 0.2940 | 0.000 Valid
X1.9 0.849 | 0.2940 | 0.000 Valid
X1.10 0.853 | 0.2940 | 0.000 Valid
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X2.1 0.684 0.2940 | 0.000 Valid

X2.2 0.543 0.2940 | 0.000 Valid

X2.3 0.766 0.2940 | 0.000 Valid

X2.4 0.709 0.2940 | 0.000 Valid

Sanki Pajak X2.5 0.894 0.2940 | 0.000 Valid
X2.6 0.903 0.2940 | 0.000 Valid

X2.7 0.903 0.2940 | 0.000 Valid

X2.8 0.762 0.2940 | 0.000 Valid

X2.9 0.714 0.2940 | 0.000 Valid

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas atas Instrumen Variabel Dependen
UJI VALIDITAS Y
NILAI
VARIABEL | PERTANYAAN ”II'II:GII\IE R NSIiLg"?‘I KEPUTUSAN
TABEL

Y1 0.886 0.2940 | 0.000 Valid

Y2 0.866 0.2940 | 0.000 Valid

Y3 0.868 0.2940 | 0.000 Valid

Y4 0.559 0.2940 | 0.000 Valid

\}ffa‘}?guﬁsjgk Y5 0.831 | 0.2940 | 0.000 Valid
Y6 0.796 0.2940 | 0.000 Valid

Y7 0.841 0.2940 | 0.000 Valid

Y8 0.856 0.2940 | 0.000 Valid

Y9 0.910 0.2940 | 0.000 Valid

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji kuisioner penelitian yang

digunakan memberikan data yang reliabel, data dikatakan reliable apabila

mendatangkan hasil yang sama pada setiap pengujian. Penelitian ini dilakukan

dengan melihat hasil statistic cronbach’s alpha dengan signifikansi 0,6, apabila

pengukuran instrument penelitian di atas 0,6 maka data dapat dikatakan reliable,

tetapi jika dibawah dari nilai 0,6 maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak

reliable. Hal tersebut ditujukan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems

.963 19

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Tabel 4.7 menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan
sanki pajak (X2) sebagai variabel independen yang digunakan pada penelitian ini
telah reliabel karena variabel memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,963 yang
lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat ukur instrumen
kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems

941 9

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Tabel 4.8 diatas menunjukan hasil perhitungan cronbach’s alpha 0,941
maka dapat dipastikan bahwa pertanyaan dalam kuisioner penelitian untuk
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan (Y) dinyatakan reliable
karena cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60.

4.3.3 Uji Hipotesis
a UiT
Uji T untuk menguji secara parsial koefisien regresi siginifikan

atau tidak. Tingkat signifikansi menggunakan o= 0,05 atau 5% dengan
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Kriteria jika nilai t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9 Uji T

Coefficients?®

terhadap variabel dependen, jika sebaliknya maka variabel independen

Standardized

Unstandardized Coefficients | Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 5.916 2.440 2.424 .020
kesadaran wajib pajak .445 114 .591 3.899 .000
sanksi pajak .327 .155 .319 2.106 .041

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t hitung variabel kesadaran

wajib pajak (X1) sebesar 3.899 dan variabel sanksi pajak (X2) sebesar 2.106 > t

tabel yaitu 1.68195, dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 untuk variabel

kesadaran wajib pajak dan 0.041<0.05 untuk variabel sanksi pajak maka secara

parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. UjiF
Tabel 4. 10 Uji F
ANOVA?®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1338.849 2 669.424 76.072 .000p
Residual 369.596 42 8.800
Total 1708.444 44

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021
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Berdasarkan tabel di atas jika pengambilan keputusan berdasarkan nilai F
maka nilai Fritung>Tranel, adapun cara menggunakan rumus fuape Yaitu = (K;n-k),
dimana k adalah jumlah variabel independen dan n merupakan jumlah responden
atau sampel, sehingga menghasilkan angka (2; 43). Nilai f hitung sebesar 76.072
sedangkan Franel Yaitu 3.21 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf
signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,000< 0,05).
Sehingga variabel bebas kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan

perngaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah nilai
kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi
antara 0 dan 1. Saat nilai koefisien mendekati satu, berarti kemampuan variabel-
variabel independen menunjukkan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

1 .8852 .784 773 2.966

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021

Berdasarkan output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0,784% yang
artinya bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar
78,4% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan 21,6% di pengaruh oleh

variabel lain yang tidak diteliti.
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4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi
pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (). Hal itu dapat dilihat pada
persamaan regresi linier sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients?®

Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 5.916 2.440 2.424 .020
kesadaran wajib pajak 445 114 .591 3.899 .000
sanksi pajak .327 .155 .319 2.106 .041

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021
Dari tabel diatas diperoleh konstanta sebesar 5.916 dan nilai koefisien untuk
variabel kesadaran wajib pajak adalah 0.445 dan sanksi pajak sebesar 0.327 maka
persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :
Y =a+blxl+b2x2 +e
Y =5.916 + 0.445X1 + 0.327Xz2 + €
Dari persamaan regresi yang diperoleh mempunyai arti sebagai berikut :
a. Nilai konstan sebesar 5.916 bernilai positif yang artinya variabel
kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai 0 maka variabel kepatuhan
wajib pajak mengalami kenaikkan sebesar 5.916.
b. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) mengalami

kenaikan 0.445 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan




50

mengalami kenaikan 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan
mengalami kenaikan 0.445 dengan asumsi bahwa sanksi pajak (X2)
konstan.

c. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) mengalami kenaikan sebesar
0.327 yang artinya jika mengalami kenaikan 1% maka variabel kepatuhan
wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan 0.327 dengan asumsi bahwa
kesadaran wajib pajak (X1) bernilai konstan.

4.5 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian
Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi
linier berganda dapatdilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Hipotesis

Kode Hipotesis Hasil

H1 | Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap | Diterima
kepatuhan waib pajak badan

H2 | Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan | Diterima
wajib pajak badan

4.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Badan
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa
variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar
3.899 yang ada pada tabel coefficients lebih besar dibandingkan t tabel yaitu

1.68195.
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Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat mengartikan bahwa sikap
kesadaran wajib pajak terbukti menjadi factor internal dari diri wajib pajak yang
sangat penting dalam perpajakan. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban
sebagai sebagai warga Negara sehingga wajib pajak badan dengan senang hati
melakukan kewajiban perpajakan dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan
dan membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida
Bagus Meindra Jaya (2016) dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Kualitas
Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak
Restoran” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak,
kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif pada
kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Dan Ahmad Faozan Muzaki (2014) dengan judul “Pengaruh Kesadaran
WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Badan
(Studi kasus di KPP kota Tegal), Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu
tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi
pajak sebagian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib
pajak badan
4.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menujukkan bahwa
variabel dependen sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai thiung Sebesar 2.106 yang pada

tabel coeffisents lebih besar dibandingkan ttaple yaitu 1.68195.
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Sanksi pajak dibuat dengan tujuan meningkatkan tertib administrasi bagi
wajib pajak agar dapat menaati peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak sangat diperlukan
untuk menghindari kerugian Negara karena tidak tertibnya para wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitianyang dilakukan Syamsul
Babhri Arifin (2017) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Medan Belawan”
penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi
pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan.



BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan kesadaran wajib pajak

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan membagikan
kusioner ke beberapa wajib pajak badan. Maka dengan ini dapat disimpulkan
bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota
Palopo. Hal tersebut bisa dilihat dari uji T.
5.2 Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, tentu peneliti menyadari bahwa
masih terdapat kekurangan didalamnya. Bagi akademik penelitian ini dapat
dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini.
5.3 keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat
beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan
dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni kurangnya
pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pertanyaan
atau pernyataan kusioner yang diberikan peneliti dan penolakan untuk mengisi
kuesiner dari wajib pajak badan karena alasan pandemi sehingga membatasi
aktivitas dilingkungan wajib pajak tersebut.. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan
melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan

sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kusioner penelit
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